
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 4 TAHUN 2003 

TENTANG 

/ 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

- • * 

' DENGAN R A H M A T T U H A N YANG M A I I A E S A U 

BUPATI PACITAN 

Menimbang : a. bahwa dalam ranglta meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau 

kembali Susunan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah; 

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, 

maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Keija 

Perangkat Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tunur (Lembaran 

Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 9); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3041) j o Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 



3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

NegaraNomor 38390); 

4. Undaog-imdang Nomor 25 Tahim 1999 tentang Penmbangan 

Keuangan antaru Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran NegaraNomor 3848); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Fedoman 

Oiganisast Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkalan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang 

Fedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabtpaten / Kota; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang 

Pengakuan Kewenangan Kabiqiaten/Kota; 

Dengan Perietigiun 

DKWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

M K M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN P A C n A N . 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah tni yang dimaksud dengan; 

a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabipaten Pacitan yang terdiri 

dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain 

sebagai badan eksekutif daerah; 

b. KepalaDaerah adalah Bupati Pacitan; 



c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabtqiaten Pacitan sebagai 

badan legislatif; 

d Sekretariat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kabiqiaten Pacitan; 

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabiqiaten Pacitan; 

£ Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dtnas Daerah, Lembaga 

Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 

g. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

taoggung jawab, wewenang dan hak seorang Fegawai Negeri Sipil 

dalam rangka meminqiin suatu organisasi Pemerintahan; 

L Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab wewenang dan hak seorang Fegawai Negeri Sipil 

dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandlri. 

BAB I I 

PEMBEPiTUKAN 

Pasal 2 

Deogan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Daerah Kabupaten Pacitan: 

a Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah; 

b. Badan Fengawasan; 

c. Badan Kepegawaian Daerah; 

d Badan Pemberd^yaan Masyarakat; 

e. Badan Rumah Sakit Daerah; 

£ BadanPenelitiandanPengembangan; 

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Ferlindungan Masyarakat 

BABin 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Ferta ma 

BADAN FERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH 

Paragrafi 

KedndukaiifTngas danFnngii 



Pasal 3 

(1) Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah merupakan unsur 

penunjang Pementah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bi^at i melalui 

Sekretaris Daerah; 

(2) B a d ^ Ferencanaan Fembangunan Daerah mempunyai tugas 

membantu Biqiati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

dalam bidang Ferencanaan Fembangunan; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 

ini, Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah mempunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan Teknis bidang perencanaan pembangunan 

b. Felayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. 

Paragraf 2 

SoinnaB Organuaii 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi Badan Ferencanaan Fembaogunan Daerah terdin 

dari: . 

a Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3) Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Fendataan dan Pel^oran membawahi: 

1) Sub Bidang Pengunqmlan Data, Dokumentasi dan Informasi; 

2) Sub Bidang AnaJisa Data, Evaluasi dan Kerjasama 

Pembangunan; 

3) Sub Bidang Statistik dan Pel^oran 

d Bidang Ekonomi, membawahi: 

1) Sub Btdang Pertanian; 

2) Sub Bidang Industri, Ferdagangan dan Pariwisata; 

3) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil daaMenengah. 

e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi: 

1) SubBidangAgama,PendidikandanKebudayaan; 

2) Sub Bidang Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pemerintahan; 

3) Sid> Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 

£ Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi: 



1) Sub Bidang Lingkungan Hidiq>, Energi dan Sumber Daya. 

Mineral; 

2) Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Tata GunaTanah; 

3) Sub Bidang Pengairan, Ferhubungan dan Telekomunlkasi. 

g. Kelonqjok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretanat dipimpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan. 

(3) Masing - masing Sub Bagian dipinqiin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(4) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi. 

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Fembangunan Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub 

Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 

BADAN PENGAWASAN 

Paragrafi 

Kedudukan, Tngat dan Fnngil 

Pasal 5 

(1) Badan Pengawasan merupakan unsur penunjang Pemerintah 

Kabupaten dipinqjiu oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggungjawabkepadaBiqiati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

pasal ini, Badan Pengawasan mempunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan Teknis dibidang pengawasan; 

b. Pel^fanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabiqjaten. 



Paragraf 2 

Snsnnan organii aii 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Badan Fengawasan terdin dan: 

. a Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan; 

3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Fel£y)oran; 

c. Bidang Pemerintahan dan Fertanahan, membawahi: 

1) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

2) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Fertanahan ; 

3) Sub Bidang Kependudukaa 

d Bidang Pendapatan danKekayaan Daerah, membawahi: 

1) Sub Bidang Pajak dan Retribu&i Daerah; 

2) Sub Bidang Pendiqiatan Lain - lain Daerah; 

3} Sub Bidang Kekayaan dan Perusahaan Daerah. 

e. Bidang Pembangunan, membawahi: 

1) Sub Bidang Fekerjaan Umum dan Ferhubungan; 

2) Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan; 

3) Sub Bidang Permukiman dan Fengembangan Wilayah; 

£ Bidang Kesatuan Bangsa dan Kepegawaian, membawahi: 

1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan 

llAM; 

2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian; 

3) Sub Bidang Fembinaan Aparatur. 

g. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, membawahi: 

1) Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hid i^ , Energi dan Sumber 

Daya Mineral; 

2) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi, Pepgusaha Kecil dan 

Menengah; 

3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama; 

4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipinpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dtpimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badaa 



(3) Masing - masing Sub Bidang dipinqiin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggimg jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi. 

(4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi. 

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Fengawasan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran n, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub 

Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Bacian Kctisa 

BADAN K S P E G A W A U N DAERAH 

Paragrafi 

Kedadakaii,Xasai danFunssi 

Pasal? 

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah 

Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Big>ati melalui Sekretaris Daerah; 

(2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan Pemenntahan Kabupaten dalam bidang 

kepegawaian; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan Teknis dibidang kepegawaian; 

b. Pel^anan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea 

Paragraf2 

Siunnan Organltaii 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Ba^an Keuangan; 
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3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelq)oraa 

c. Bidang Mutasi. membawahi: 

1) Sub Bidang Tenaga Fungsional; 

2) Sub Bidang TenagaStruktural dan Administrasi; 

3) Sub Bidang Jabatan dan Pemindahan. 

d Bidang Administrasi Fembinaan dan Fengembangan Kepegawaian 

membawahi: 

1) Sub Bidang Pengadaan dan Pembeihentian; 

2) Sub Bidang Fembinaan dan Pengend^angan; 

3) SubBidangKcsejahteraanPe^wai. 

e. Bidang Dolcumentasi, membawahi: 

1} Sub Btdang Dokumentasi dan Pelaporan; 

2) Sid> Bidang Fengolaban Data Pegawai. 

C Kelonq)ok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dipinqiin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepadaKqiala Badan; 

(3) Masing - masing Sub Bagian dipinqiin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggimg jawab kepada Sekretaris; 

(4) Masing - maaiag Sub Btdang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi; 

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lanpiran ni, dan menqiakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Siib Bagian dan Sub 

Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Btqiati. 

Bagian Kecmpat 

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Paragrafi 

Kedudukan, Tugai dan Fungii 

Pasal 9 

(1) Badan Pemberd^raan Masyarakat merupakan unsur penunjang 

Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 



bawah dan bertanggung jawab kepada Biqiatt melalui Sekretaris 

Daerah. 

(2) Badan Femberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu 

Biq)ati dalam penyelenggaraan Pemenntahan Kabiq)aten dalam 

bidang pemberdayaan masyarakat 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 

ini, Badan Femberdayaan Masyarakat menqiunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat; 

b. Felayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea 

Paragraf 2 

Susunan 0 rganiiasl 

Pasal 10 

(1) Susunan Organisasi Badan Femberd^aan Masyarakat terdiri dari: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan; 

3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahi: 

1) Sd) Bidang Kelembagaan Masyarakat; 

2) Sub Bidang Peogembangan SDM dan Kawasan Tertinggal; 

3) Sub Bidang Fengembangan DaerahKerjaPembangunan. 

d. Bidang Sosial Bud^a dan Usaha Ekonomi Masyarakat,. 

membawahi: 

1) Sub Bidang Motivasi dan S w a d ^ Ootong Royong; 

2) Sub Bidang Bantuan Fembangunan dan Ferkreditan 

r Femasaran; 

3) Sub Bidang UsahaEkononu Masyarakat 

e. Bidang Teknologi Tepat Guna, membawahi: 

1) Sub Bidang Fengembangan dan Kerjasama TTO; 

2) Sub Bidang Femasyarakatan dan Bantuan TTG. 

f Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi; 

1) Sub Bidang Kesetaraan Gender; 

2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Ferlindungan Perempuan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 
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(2) Sekretariat dipinqito oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dipimpin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan; 

(3) Masing - masing Sub Bagian dipinqiin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(4) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi; 

(5) B^gan Susunan Organisasi Badan Femberdayaan Masyarakat 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan mercpakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub 

Bidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BacUn Kelima 

BADAN RUMAH SAKIT DAERAH 

Paragrafi 

Kedudukan, Tu^as dan Fnnssi 

Pasal l l 

(1) Badan Rumah Sakit Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah 

Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(2) Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pelayanan 

pengobatan di Rumah Sakit 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi: 

a Perumusan kebijakan teknis dibidang pel^anan pengobatan 

di Rumah Sakit; 

b. F e l ^ ^ a n penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupatea 

Para6raf2 

Sninnan Orsaidsaii 



a 
Pasal 12 

(1) Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah terdiri dari: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian XJmum; 

2) Sub Bagian Kepegawaian; 

3) Sub Bagian Advokasi. 

c. Bidang Pel^'anan, membawahi: 

1) Sub Bidang Peliyanan Medis; 

2) Sub Bidang Fel^anan Keperawatan; 

3) Sub Bidang Fel^'anan Penunjang. 

d Bidang Fengembangan, membawahi: 

1) Sub Bidang Penyusunan Program; 

2) Sub Bidang Sumber Daya Rumah Sakit; 

3) Sub Bidang Informasi dan Evaluasi. 

e. Bidang Keuangan, membawahi: 

1) Sub Bidang Anggaran; 

2) Sub Bidang Akuntansi dan Verivikasi; 

£ Kelompok Jabatan Fuogsiooal. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan 

(3) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang . 

berada dt bawah dan beilanggung jawab kepada Sekretaris. 

(4) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi 

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lanqiiran V, dan menipakan bagian yang tidak 

teipisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat. Bidang. Sub Bagian dan Sub 

Bidang diatur lebth lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Ba|Ian Keenam 

BADAN P E N E L f T U N DAN FENGEMBANGAN 

Paragrafi 

Kedudukaii,Tugai dan Fungi] 
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; Pasal 13 

(1) Badan Penelitian dan Fengembangan merupakan unsur penunjang 

Pemenntah Kabupaten, dipinqiin oleh seorang Kepala yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

(2) Badan Penelitian dan Feogembangan menqiunyai tugas membantu 

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang 

penelitian dan peogembangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal 

ini, Badan Penelitian dan Fengembangan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan. 

b. Pel^anan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Paragiaf2 

Snsnnan Orcanisaii 

Pasal 14 

(1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 

(1) KepalaBadan; 

(2) Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan; 

3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporaa 

(3) Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah, membawahi: 

1) Sub Bidang Pemerintahan; 

2) Sub Bidang Aparatur Pemerintahan; 

3) Sub Bidang Keuangan Daerah. 

d. Bidang Ekonomi dan Fembangunan, membawahi: 

1) Sub Bidang Perekonomian; 

2) Sub Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup dan TTG; 

e. Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, membawahi: 

1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa; 

2} Sub Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; 

f Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipinqiin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung. 

jawab kepada Kepala Badaa 
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(3) Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(4) Sub Bidang masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 

membawahi; 

(5) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V I , dan menqiakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah i n i ; 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan 

Sub Bidang dialur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Basian Ketnjnh 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Paragrafi 

Kedadukaii,TDgaf dan Fungii 

PasaI15 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlirtdungan Masyarakat merupakan 

unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Badan Kesatuan Bangas dan Perlindungan Masyarakat mempunyai 

tugas membantu Bigiati dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Kabupaten dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) 

Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Ferlindungan Masyarakat 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan 

perlindungan masyarakat 

b. Pel^anan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 
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Paragrafi 

Susnnan Orcanisaii. 

Pasal 16 

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Ferlindungan . 

Masyarakat terdtri dari: 

a. KepalaBadan; 

b. ' Sekretariat, membawahi: 

1) Sub Bagian Keuangan; 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporaa 

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi: 

1) Sub Bidang Hubungan Lembaga LegtslrUif 

2) Sub Bidang Hubungan OrmaSfOrprof dan LSM; 

3) Sub Bidang Hubungan Antar Parpol dan Pemila 

d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi: 

, 1) Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa; 

2) Sub Bidang Idiologi dan Wasbang; 

3) Sub Bidang Hak Azasi Manusia 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: 

1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan; 

(2) Sub Bidang Peningkatan S D M 

£ , Kelonq>ok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipinpin oleh Sekretaris dan masing - masing Bidang 

dipinqiin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan; 

(3) Sub Bagian masing - masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(4) Sub Bidang masing - masing dipinQiin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

yang membawahi; 

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

V I I , dan merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah i n i ; 

(6) Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan . 

Sub Bidang diatur lebih lanjut deogan Keputusan Bupati. 
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BAB IV 

KKLOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 17 

(1) Kelonqiok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditimjuk; 

(3) Juinlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

ditentukan berdasaikan kebutuhan beban kerja; 

(4) Jenis dan jeojang J^atan Fungsional sebagaimana tersebut pada 

ay^ (1) di atas, diatur berdasaikan peraturan penindang - undangan 

yang berlaku; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaka 

B A B Y 

TATA KERJA 

Pasal 18 

Dalam hal pin^inan satuan organsisasi berhalangan melaksanakan 

tugasnya, tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pejabat yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 

dan ketompok tenaga fungsional waj ib menerapkan prinsip koordtnasi, 

integritas, dan sinkronisasi baik dalam unit organisasi 

masing - masing maupun antar satuan organisasi lalimya sesuai 

dengan tugas masing - masing; 

(2) Set i^ pimpinan ssluan organisasi wajib membina dan mengawasi 

bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan 

penindang - undangan yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi 

(melebihi fugsi tugas pokok) dijadikan catatan Normatif Daftar 

Fenilaian Kepegawaian yang bersangkutan. 
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(3) Setiap pimpinan satuan orgamsasi bettanggungjawab menumptn dan 

mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan 

bimbingan serta pelunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

(4) Setiap pimpinan satuan orgamsasi wajib mengjkuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada alasan masing - masing dan 

menyiapkan laporni berkala tepat pada waktuoya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan 

dan tindak lanjutnya. 

BAB V I 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

\ D A L A M JABATAN 

Pasal 20 

(1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, diangkat dan 

diberhentikan oleh Bupati; 

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan 

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan 

dari Bupati. 

BAB V I I 

F K M B U Y A A N 

Pasal 21 

Segala pembi^'aan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain 

yang sah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

BAB V I I I 

P E R A L m A N D AN PENUTUP 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kabiqiaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaanya 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Bupati. 

Pasal 24 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di : Pacitan 
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003 



SUSUNAN ORGANISASI BADAN P E R E N C A N A A N FEMBANGUNAN D A E R A H 
K A B U P A T E N P A C I T A N 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 4 
TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KELOMPOK 

.'ABATAN FUNGSIONAL 

I I I 

KEPALA BADAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN • 
PENYUSUNAN 

RENCANA KEGIATAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

1 
SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

BIDANG 
PENDATAAN DAN 

PELAPORAN 

I 

. SUB BIDANG 
PENGUMPULAN DATA 
DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI 

SUB BIDANG 
ANALISA DATA, 

E V A L U A S I DAN 
KERJASAMA 

PEMBANGUNAN 

SUB BIDANG 
STATISTIK DAN 

PELAPORAN 

BIDANG 

EKONOMI 

= • 

T 
BIDANG 

SOSIAL DAN B U D A Y A 

SUB BIDANG 

PERTAJRAN 

SUB BIDANG 
INDUSTRL 

PERDAGANGAN DAN 
PARIWISATA 

SUB BIDANG 
KOPERASL USAHA K E C I L 

DAN MENENGAH 

J 

BIDANG 

FISIK DAN PRASARANA 

SUB BIDANG 

AGAMA, PENDIDIKAN, DAN 
KEBUDAYAAN 

SUB BIDANG 
TENAGA KERJA, 

KEPENDUDUKAN DA14 
PEMERINTAHAN 

SUB BIDANG 
KESEHATAN DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

SUB BIDANG 
LINGKUNGAN HIDUP, 

ENERGI DAN SUMBERDAYA 
MINERAL 

SUB BIDANG 
PERMUKIMAN, TATA 

RUANG DAN TATA GUKA 
TANAH 

SUB BIDANG PENGAIRAN, 
FERHUBUNGAN DAN 

TELEKOMUNIKASI 



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN 
KABUPATEN PACITAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I I I ! I H 

BIDANG 
PEMERINTAHAN DAN 

FERTANAHAN ' 
SUB BIDANG 

PEMERINTAHAN DESA 
DAN KELURAHAN 

SUB BIDANG 
PEMERINTAHAN UMUM 

DAN PERTANAIWN 

SUB BIDANG 
KEPENDUDUKAN 

I 
BIDANG 

PENDAPATAN DAN 
K E K A Y A A N DAERAH 

. . J 

SUB BIDANG 
PAJAK DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

SUB BIDANG 
PENDAPATAN LAIN-LAFN 

DAERAH 

SUB BIDANG 
K E K A Y A A N DAN 

PERUSAHAAN DAERAH 

LAMPIRAN I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 4 
TANGGAL : 3 Pcbniari 2003 

K E P A L A BADAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB B A G U N 

KEUANGAN 

1 
SUB BAGIAN 

PROGRAM, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

BIDANG 

PEMBANGUNAN 

X 

BIDANG 
KESATUAN BANGSA 
DAN KEPEGAWAIAN 

1 
BIDANG 

PEREKONOMIAN DAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

SUB BIDANG 
PEKERJAANUMUM 

DAN FERHUBUNGAN 

SUB BIDANG 
PEMBANGUNAN 

DESA4CELURAHAN 

SUB BIDANG 
PERMUKIMAN DAN 

PENGEMBANGAN 
WILAYAH 

SUB BIDANG 
KESATUAN BANGSA, 

LINMASDANHAM 

SUB BIDANG 
ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN 

SUB BIDANG 
PEMBINAAN 
APARATUR 

J 

SUB BIDANG 
PERTANIAN, 

LINGKUNGAN HIDUP, 
ENERGI DAN SUMEER 

DAYA MINERAL 

SUB BIDANG 
PARIWISATA. KOPERASI 
PENGUSAHA K E C I L DAN 

; MENENGAH 

SUB BIDANG 
PENDIDIKAN, 

K E B U D A Y A A N DAN 
AGAMA 

SUB BIDANG 
KESEHATAN DAN 

KESEJAHX^RAAN SOSIAL 



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH LAMPIRAN I I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
KABUPATEN PACITAN NOMOR :4 

TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I I I I 
SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

BIDANG 

MUTASI 

BIDANG 
ADMINISTRASI, PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN 
KEPEGAWAIAN 

SUB BAGI/ ,N 
PROGRAM. 

EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

BIDANG 

DOKUMENTASI 

SUB BIDANG 

TENAGA FUNGSIONAL 

SUB BIDANG 
TENAGA STRUKTURAL DAN 

ADMINISTRASI 

SUB BIDANG 

JABATAN DAN PEMINDAHAN 

SUB BIDANG 
PENGADAAN DAN 

PEMBERHENTIAN 

SUB BIDANG 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

SUB BIDANG 
DOKUMENTASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BUDANG 
PENGOLAHAN DATA 

PEGAWAI 

SUB BIDANG 
KESEJAHTERAAN PEGAWAI 



S U S U N A N O R G A N I S A S I B A D A N P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T LAMPIRAN I V : P E P J \ T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A C I T A N 
K A B U P A T E N P A C I T A N NOMOR :4 

TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

K E P A L A B A D A N 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG 
KETAHANAN 

MASYARAKAT 

I 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
PROGRAM, 

EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

BIDANG 
S O S U L BUDAYA DAN USAHA 

EKONOMI M A S Y A R A K A T 

SUB BIDANG 
KELEMBAGAAN 
A U S Y A R A K A T 

SUB BIDANG . 
PENGEMBANGAN SDM DAN 

KAWASAN TERTINGGAL 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN DAERAH 

KERJA PEMBANGUNAN 

J 

BIDANG 

TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

1 
BIDANG 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN . 

SUB BIDANG 
MOTIVASI DAN SWADAYA 

GOTONG ROYONG 

SUB BIDANG 
BANTUAN PEMBANGUNAN 

DAN PERKREDITAN 
PEMASARAN 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN DAN 

KERJASAMA TTO 

SUB BIDANG 
FEMASYARAKATAN DAN 

- BANTUAN TTG 

SUB BIDANG 
USAHA EKONOMI 

MASYARAKAT 

J 
SUB BIDANG 

KESETARAAN GENDER 

SUB BIDANG 
PENINGKATAN KUALITAS 

DAN PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 



SUSUNAN ORGANISASI BADAN R U M A H SAKIT DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITA> 
NOMOR : 4 
TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG 

' PELAYANAN 

J 
SUB BIDANG 

PELAYANAN MEDIS 

SUB BIDANG 
PELAYANAN 

KEPERAWATAN 

SUB BIDANG 
PELAYANAN 
PENUNJANG 

SEBORETARIAT 

SUB BAGIAN 
U M U M 

SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN 

BIDANG 

PENGEMBANGAN 

SUB BIDANG 
PENYUSUNAN PROGRAM 

SUB BIDANG 
SUMBER DAYA RUMAH 

SAKIT-

SUB BIDANG 
INFORMASI DAN EVALUASI 

1 
SUB BAGIAN 
ADVOKASI 

BIDANG 

KEUANGAN 

SUB BIDANG 
ANGGARAN 

SUB BIDANG 
AKUNTANSI D A N 

VERIVIKASI 



SUSUNAN ORGANISASI 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

- KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN V I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 4 
TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 
SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG 
PEMERINTAHAN DAN 
KEUANGAN DAERAH 

BIDANG 
EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
PROGRAM, EVALUASI 

D.4N PELAPORAN 

BIDANG 
SOSIAL BUDAYA DAN 
KEMASYARAKATAN 

SUB BIDANG 

PEMERINTAHAN 

SUB BIDANG 
APARATUR 

PEMERINTAHAN 

SUB BIDANG 

PEREKONOMIAN 

SUB BIDANG 

KEUANGAN DAERAH 

SUB BIDANG 
PEMBANGUNAN, 

LINGKUNGAN HIDUP DAN 
TEKNOLOGI TEPAT GUNA 

SUB BIDANG 

KESATUAN BANGSA 

SUB BIDANG 
SOSIAL BUDAYA DAN 
KEMASYARAKATAN 



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN V I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 4 
TANGGAL : 3 Pebruari 2003 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

X 

BIDANG 

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 

- I 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN LEMBAGA 

LEGISLATIF 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN ORMAS, ORFftOF 

D A N L S M 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN ANTAR PARPOL 

DAN PEMILU 

KEPALA BADAN 

SEKRETARL\T 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
U M U M D A N 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI D A N 

PELAPORAN 

BIDANG 

KESATUAN BANGSA 

1 
BIDANG 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

SUB BIDANG 
PEMBAURAN DAN 

KETAHANAN BANGSA 

SUB BIDANG 

IDIOLOGI DAN WASBANG 

SUB BIDANG 
KESIAGAAN DAN 

PENANGGULANGAN 

SUB BIDANG 

•PENINGKATAN SDM 

SUB BIDANG 

HAK AZASI MANUSIA 


